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Warga Keluhkan KMS Dicabut

m Tidak Lagi Masuk Sasaran 2023 ® Pemkot Yogya Sebut Data Sudah Divalidasi

YOGYA, TRIBUN - Puluhan
warga yang tidak lagi masuk
dalam sasaran Kartu Menuju
Sejahtera (KMS) menyambangi
kantor DPRD Kota Yogya, Se-
lasa (31/1). Mereka meminta
kejelasan soal jaminan sosial
yang tidak lagi didapat dan
khawatir anak-anaknya kehi-
langan jalur afirmasi masuk
sekolah negeri.

Salah satu perwakilan war-
ga. Yogi Prasetyo, menyampai-
kan proses validasi KMS yang
digulirkan Pemkot Yogya pada
2022 lalu dianggap tebang
pilih dan tidak tepat sasaran.
Padahal, di samping jaminan
sosial, pemegang KMS selama
ini juga mendapatkan “keisti-
mewaan"” berupa jalur khusus
untuk akses sekolah negeri.

“Karena dilaporkan warga
yang masuk ke kita ada yang
memang benar-benar membu-
tuhkan itu, tetapi malah tidak
mendapatkan KMS. Berarti,
tebang pilih juga untuk pendi-
dikan dan sangat merugikan,”
urai warga Wirogunan, Ke-
mantren Mergangsan itu.

Sebab, selaras aturan, ku-
ota afirmasi yang tersedia
untuk masuk sekolah negeri

tidak lagi mengacu pada Data -

Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS), tapi KMS. Sehingga,
ketika kepemilikan KMS-nya
dicabut oleh eksekutif, mereka
pun merasakan dilema karena
peluang anaknya masuk seko-
lah negeri turut tergerus.

“Beda dengan tahun ke-
marin, non-KMS masih bisa
mengurus JPD, hingga KJB,
Sekarang tidak bisa lagi, se-
mua berdasar KMS. Itu yang
kami perjuangkan supaya ada
semacam kelonggaran,” kata-
nya.

Hanya saja, lanjut Yogi,
paparan dari eksekutif yang
dalam kesempatan tersebut
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@ Pemkot menyebut data
penerima sudah divali-
"dasi dan sudah tetap.

diwakili Sub Koordinator Sub-
stansi Data dan Informasi
Sosial Dinas Sosial dan Te-
naga Kerja Transmigrasi Kota
Yogya, Agus Budi, belum me-
muaskannya. Keinginan war-
ga untuk menjadikan DTKS
sebagai tolok ukur masuk ke
sekolah negeri dipastikan tak
bisa terealisasi.

“Sejak awal harapan kami
ketika warga yang tidak punya
KMS tapi punya DTKS itu bisa
sama masuk ke sekolah negeri
lewat jalur afirmasi. Tapi, tadi
sudah disebutkan, patokan-
nya tetap KMS,” keluhnya.

Sub Koordinator Substansi
Data dan Informasi Sosial Di-
nas Sosial dan Tenaga Kerja
‘Transmigrasi Kota Yogya, Agus
Budi, mengatakan, data KMS
yang bersumber dari validasi
sejak 2022 sudah ditetapkan.
Bahkan, anggaran yang dialo-
Kasikan dari APBD Kota Yogya
pun telah ditetapkan untuk
periode setahun ke depan.

“Jadi, kami tidak bisa me-
nambah. Tapi, kalau ada
usulan yang dirasa itu tidak

tepat sasaran, kami bisa men-
cabutnya, setelah ada bukti
yang kuat,” ujarnya ketika
menerima langsung audiensi
dari warga.

Adapun Kalau yang diper-
masalahkan soal jalur afirmasi
untuk masuk sekolah negeri,
sekarang sudah ada bantuan
tunggakan pendidikan di Kota
Yogya. Meski, warga tak men-
dapat KMS sekalipun.

Dia menjelaskan, di Kota
Yogya saat ini terdapat 17.451
Kepala Keluarga (KK) yang
masuk kategori miskin dan

“rentan miskin, sehingga per-

lu dilakukan intervensi oleh
pemerintah dagrah via KMS.
Dari jumlah tefsebut, jika di-
rinci lebih lanjuit, 14.986 me-
rupakan rentan miskin dan
2.465 di antaranya ialah ke-
lurarga miskig.

“Jumlahnya memang me-
ningkat, karena tahun lalu
itu ada sekitar 15 ribu sa-
saran. Tapi, keluarga fakir
miskin sudah tidak ada.
Pembagian kartu juga su-
dah, sudah sejak satu ming-
guan kemarin, pertengahan
Januari,” urainya.

Oleh sebab itu, pihaknya
pun menegaskan tidak bisa
menggulirkan survei ulang, se-
perti desakan beberapa warga
yang tidak lagi tercakup dalam
KMS di periode 2023 ini. Sejak
2022 lalu, Dinsosnakertrans
sudah mendatangi 55.019 KK
untuk melangsungkan valida-
si calon penerima kartu menu-
ju sejahtera.

“Tidak mungkin (survei
ulang)! Semua sudah kami
datangi. Jadi, semua yang
masuk di aplikasi (daftar
penerima KMS) -ada tanda
tangannya. Kalai tidak ke-
temu orangnya, yang tanda
tangan harus RT-nya,” pun-
gkasnya. (aka)

AUDIENSI - Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Suryani (kanan) saat menemui audiensi warga yang staf
dicabut, Selasa (31/1). Warga yang tak lagi menerima KMS mempertanyakan data kepada Pemkot Yogya.
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